BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI BANYUASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan Bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan ke
dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan
prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 8 bulan
September tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);




10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;



23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2021 Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

Dan
BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintah Daerah adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19435.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.



6. Anggaran Pendapatah dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan
Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 semula
sebesar Rp. 2.215.347.897.209,00 bertambah sebesar
Rp.214.463.205.457,00 sehingga menjadi Rp2.429.811.102.666,00

dan anggaran belanja daerah semula sebesar
Rp.2.090.366.669.832,00 bertambah | sebesar
Rp.328.064.436.711,00 sehingga menjadi

Rp.2.418.431.106.543,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula : 2.215.347.897.209,00 -

b. Bertambah : 214.463.205.457,00 -
Jumlah Setelah Perubahan : 2.429.811.102.666,00 -

2. Belanja

a. Semula : 2.090.366.669.832,00.

b. Bertambah : 328.064.436.711,00 »
Jumlah Setelah Perubahan : 2.418.431.106.543,00 -~

Surplus/ (Defisit) : 11.379.996.123,00+

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan

1) Semula : 8.845.445.064,00 ~
2) Bertambah : 113.601.231.254,00 ~
Jumlah Setelah Perubahan : 122.446.676.318,00 »
b. Pengeluaran

1) Semula : 133.826.672.441,00 ~
2) Berkurang/bertambah 3 - -
Jumlah Setelah Perubahan ¢ 133.826.672.441,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah

Perubahan : (11.379.996.123,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan -




Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

259.516.516.449,00 -
12.968.047.087,00 .~

272.484.563.536,00

1.827.139.267.055,00~
195.064.004.137,00 -

2.022.203.271.192,00

128.692.113.705,00 v
6.431.154.233,00 v

a. Semula : Rp
b. Bertambah : Rp
Jumlah Setelah Perubahan : Rp

2. Pendapatan Transfer
a. Semula : Rp
b. Bertambah : Rp
Jumlah Setelah Perubahan : Rp
3. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
a. Semula : Rp
b. Bertambah : Rp
Jumlah Setelah Perubahan : Rp

Pasal 4

135.123.267.938,00 v

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

177.250.000.000,00~

177.250.000.000,00 -

18.460.125.000,00~

v

1) Semula : Rp
2) Berkurang/Bertambah . Rp
Jumlah Setelah Perubahan . Rp

b. Retribusi Daerah
1) Semula : Rp
2) Berkurang/Bertambah . Rp
Jumlah Setelah Perubahan . Rp

18.460.125.000,00~

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.427.468.650,00 -
2.160.501.155,00 -

1) Semula : Rp

2) Bertambah . Rp
Jumlah Setelah Perubahan : Rp

d. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula : Rp

2) Bertambah . Rp

8.587.969.805,00 »

57.378.922.800,00~
10.807.545.932,00 v

Jumlah Setelah Perubahan : Rp

68.186.468.732,00 -




(2) Pendapatan Tranfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula : Rp 1.729.238.742.007,00 ~
2) Bertambah : Rp 37.870.663.000,00
Jumlah Setelah Perubahan  : Rp 1.767.109.405.007,00 v

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
1) Semula : Rp 97.900.525.048,00 ~
2) Bertambah : Rp 157.193.341.137,00 ~
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 255.093.866.185,00 v

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf ¢, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula : Rp 2.113.213.705,00~
2) Bertambah : Rp 6.431.154.233,00 ~
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 8.544.367.938,00
b. Dana Darurat
1) Semula : Rp -
2) Bertambah/(berkurang) : Rp -
Jumlah Setelah Perubahan . Rp -

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

1) Semula : Rp 126.578.900.000,00 v
2) Bertambah/(berkurang) . Rp -
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 126.578.900.000,00
Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas:

a. Belanja Operasi
1) Semula : Rp 1.418.695.709.484,00~
2) Bertambah : Rp 137.825.380.548,00 »

Jumlah Setelah Perubahan : Rp 1.556.521.090.032,00 v/

b. Belanja Modal
1) Semula . Rp 249.626.612.626,00 v
2) Bertambah . Rp 189.228.656.163,00 v
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 438.855.268.789,00/




c. Belanja Tidak terduga

1) Semula : Rp 7.625.494.042,00 v

2) Bertambah . Rp 1.010.400.000,00.
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 8.635.894.042,00 v

d. Belanja Transfer

1) Semula : Rp 414.418.853.680,00 v

2) Bertambah/(berkurang) : Rp -
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 414.418.853.680,00 ¥ -

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula : Rp 732.280.943.585,00 v
2) Bertambah . Rp 78.832.389.282,00 ~
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 811.113.332.867,00~
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula : Rp 576.162.456.797,00
2) Bertambah : Rp 55.147.996.912,00 v
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 631.310.453.709,00 v
c. Belanja bunga
1) Semula . Rp 18.625.421.116,00v
2) Bertambah/(berkurang) : Rp 1.435.414.117,00~
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 20.060.835.233,007 °
d. Belanja subsidi
1) Semula . Rp -
2) Bertambah/(berkurang) : Rp -

Jumlah Setelah Perubahan : Rp -

e. Belanja Hibah

1) Semula : Rp 91.458.887.986,00
2) Berkurang : Rp 2.409.580.237,00¢
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 03.868.468.223,00~
f. Belanja bantuan sosial
1) Semula : Rp 168.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp -

Jumlah Setelah Perubahan : Rp 168.000.000,00 ¥




(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula : Rp 2.452.000.000,00 »
2) Berkurang : Rp (2.452.000.000,00) »
Jumlah Setelah Perubahan : Rp -
b. Belanja modal peralatan dan mesin
1) Semula : Rp 70.277.435.241,00~
2) Bertambah : Rp 12.396.594.732,00 »
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 82.674.029.973,00 v
c. Belanja modal bangunan dan gedung
1) Semula : Rp 44.207.960.819,00v
2) Bertambah : Rp 7.740.000.000,00
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 51.947.960.819,00 ~
d. Belanja modal jalan, jaringan, irigasi
1) Semula : Rp 122.732.777.366,00v
2) Bertambah : Rp 171.171.904.295,00 v
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 293.904.681.661,00 v
e. Belanja modal aset tetap lainnya
1) Semula : Rp 9.956.439.200,00 v
2) Berkurang : Rp 372.157.136,00 v
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 10.328.596.336,00
f. Belanja modal aset tak berwujud
1) Semula : Rp -
2) Bertambah/(berkurang) - Rp -

Jumlah Setelah Perubahan : Rp -

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula : Rp 7.625.494.042,00 -
2) Bertambah : Rp 1.010.400.000,00 ~

Jumlah Setelah Perubahan : Rp 8.635.894.042,00 ~
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(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil
1) Semula : Rp -
2) Bertambah/(berkurang) : Rp -
Jumlah Setelah Perubahan : Rp -

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula : Rp 414.418.853.680,00~
2) Bertambah/(berkurang) : Rp -
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 414.418.853.680,00 ~
Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula : Rp 8.845.445.064,00 v

2) Bertambah : Rp 113.601.231.254,00 v
Jumlah Setelah Perubahan . Rp 122.446.676.318,00v -

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula . Rp 133.826.672.441,00 ~

2) Bertambah/(berkurang) : Rp -
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 133.826.672.441,00 v °

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula : Rp 8.845.445.064,00~
2) Bertambah : Rp 19.507.018.816,00v
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 28.352.463.880,00 v
b. Penerimaan Pinjaman Daerah
1) Sebelum Perubahan : Rp - v
2) Bertambah : _Rp 94.094.212.438,00 *
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 94.094.212.438,00 v
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1) Sebelum Perubahan : Rp 0,00
2) Bertambah/Berkurang : _Rp 0,00

Jumlah Setelah Perubahan : Rp 0,00
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(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah

1) Sebelum Perubahan : Rp 3.500.000.000,00 ~

2) Bertambah/Berkurang . Rp -
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 3.500.000.000,00 ~

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Sebelum Perubahan : Rp 130.326.672.441,00

2) Bertambah/Berkurang : Rp -
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 130.326.672.441,00 v

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan
peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan,;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

e. menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah danl atau Masaraat.

Pasal 10

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1)
terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini terdiri dari :

1.
2.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran IIl Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan
Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk
Pemenuhan SPVM;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah,

Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-
Jabatan;

Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Asset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain;

Lampiran XIV Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran
ini;

Lampiran XV Daftar Dana Cadangan,;

Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
2022

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2022

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

A4 L
LRt N4

U 0%
y

' ¥ "LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2022

NOMOR

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR
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